
PAPARAN 
 POS BANTUAN HUKUM

DESA / KELURAHAN



 

SURAT EDARAN KEPALA BPHN NOMOR : 
PHN-HN.04.04-01 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN 

PEMBINAAN
DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM 

ATURAN DSH/KSH BARU!

BERTUJUAN UNTUK MENYEDERHANAKAN DAN 

LEBIH MEMUDAHKAN PROSES PENILAIAN DAN MONITORING EVALUASI



Kementerian Hukum  memfasilitasi
penyebaran informasi 

hukum melalui :

PENYULUHAN 
HUKUM

KONSULTASI 
HUKUM

PEMBENTUKAN
DANPEMBINAAN

DESA/KELURAHAN 
SADAR HUKUM



ISI ATURAN BARU PENILAIAN DAN
PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN 

SADAR HUKUM:

PEMBENTUKAN
DAN PEMBINAAN

DESA/KELURAHAN 
SADAR HUKUM

 
Evaluasi DSH/KSH

Pembentukan dan
Pembinaan Kadarkum

Pembentukan, 
Pembinaan,Pengukuhan
dan Peresmian DSH/KSH

Pemantauan dan



1. PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

KADARKUM dibentuk
dan mendapatkan

pembinaan

KADARKUM adalah
wadah yang

berfungsi
menghimpun warga

masyarakat yang
dengan kemauannya

sendiri berusaha
untuk meningkatkan

kesadaran hukum



Desa/KelurahanSadar Hukum adalah
desa/kelurahanatauwilayah administratif
setingkatyang telahdibinaataukarena
swakarsadan swadaya, memenuhikriteria
sebagaidesa sadarhukumdan kelurahan
sadar hukum.

2. DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM?

SERUPA DENGAN PEMBINAAN
PADA KADARKUM, PEMBINAAN
DSH/KSHDILAKUKAN MINIMAL 2
KALI DALAM 1 TAHUN DENGAN 

BUKTI LAPORAN TERTULIS



ALUR PEMBENTUKAN DAN PENGUKUHAN 
DSH/KSH



KRITERIA DESA/KELURAHAN SADAR 
HUKUM?

 

•Dimensi Akses Informasi Hukum; 

•Dimensi Akses Implementasi Hukum;

•Dimensi Akses Keadilan;

•Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi;

Indikator dan Kriteria Penilaian :



POSBANKUM



3. Pemantauan dan Evaluasi DSH/KSH?

Jika nilai di bawah 30
maka predikat 

Dilakukan setiap 3 tahun dengan
mengevaluasi 4 Indikator 

Nilai diantara 30-55
perlu pembinaan 

Monev diselenggarakan oleh
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Barat

Nilai perolehan 55
tetap berpredikat 

DSH/KSHDSH/KSH dicabut

PenilaianDSH/KSH

berkelanjutan



URGENSI PEMBENTUKAN 
POS BANTUAN HUKUM DI

DESA/KELURAHAN



LATAR BELAKANG
BANTUAN HUKUM MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR UTAMA AKSES
TERHADAP KEADILAN DI BIDANG HUKUM SEBAGAI BAGIAN DARI HAK
FUNDAMENTAL YANG HARUS DIBERIKAN KEPADA SETIAP INDIVIDU
SEBAGAI SUBJEK HUKUM

INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN DI INDONESIA TAHUN 2021 MENDAPATKAN SKOR 53.8 YANG
BERADA PADA KATEGORI CUKUP . MENURUN DARI HASIL PENILAIAN YANG DILAKUKAN PADA
TAHUN 2019 YAITU 69,6. 

PENGATURAN HUKUM TERKAIT PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERUPA: 1). UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM ;2). UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT; 3). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANKUM DAN PENYALURAN DANA BANKUM

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM DESA  SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBERIAN AKSES KEPADA
KEADILAN DI TINGKAT MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN PARALEGAL SERENTAK YANG
DISELENGGARAKAN BPHN DIIKUTI OLEH  PESERTA YANG BERASAL DARI KELOMPOK KADARKUM DI
SELURUH INDONESIA YANG NANTINYA AKAN DITUGASKAN SEBAGAI BAGAIN DARI PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM DI POSBANKUMDES SELURUH INDONESIA



PERSEBARAN OBH YANG ADA SAAT INI
DINILAI BELUM CUKUP DALAM
MENJANGKAU DAN MEMENUHI

KEBUTUHAN BANTUAN HUKUM SELURUH
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA 

OBH TERVERIFIKASI DAN TERAKREDITASI
Baru bERJUMLAH 524 

JUMLAH DAN PERSEBARAN ORGANISASI
BANTUAN HUKUM SECARA NASIONAL



AKSES TERHADAP KEADILAN 

Didefinisikan sebagai jalan bagi masyarakat
untuk mempertahankan dan memulihkan hak
serta menyelesaikan permasalahan hukum
baik melalui mekanisme formal maupun
informal—termasuk di dalamya kemampuan
masyarakat—sesuai dengan standar hak asasi
manusia

1.Ketersedian Institusi baik formal maupun informal
untuk Memperoleh Keadilan Tersedia (Available
Justice Institution);

2.Keterjangkauan Institusi untuk Memperoleh Keadilan
Terjangkau (Accessible Justice Institution) baik secara
geografis maupun waktu;

3.Proses Penyelesaian Permasalahan yang Adil (Fair
Justice);

4.Sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat
(People-centered Justice).



PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI NON LITIGASI 

Adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan
menggunakan cara-cara yang ada di luar
pengadilan atau menggunakan lembaga
alternatif penyelesaian sengketa

1.Konsultasi pertimbangan orang-orang/pihak terhadap   suatu masalah;
2.Negosiasi penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan

antara pihak-pihak yang bersengketa;
3.Konsiliasi, penyelesaian sengketan melalui seorang atau beberapa

orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penegah dengan
mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang
berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai;

4.Mediasi cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui
perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap
netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta
diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.



Mediasi
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Unsur-unsur
esensial mediasi, yaitu: 

1.Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan
berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak. 

2.Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang
disebut mediator.

3.Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu
para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang diterima
para pihak 



1.menitikberatkan pada proses pemulihan bagi semua
elemen yang merasakan dampak dari tindak kejahatan; 

2.memberikan keadilan bagi semua pihak; 
3.bertujuan pada kebutuhan semua pihak yang tidak

dipenuhi oleh sistem peradilan; 
4.memperhatikan hak dan kewajiban yang muncul sebagai

akibat dari tindak kejahatan; 
5.dilaksanakan dengan menjamin adanya prinsip

penghormatan terhadap kesetaraan gender dan non-
diskriminasi serta memperhatikan adanya potensi
ketimpangan relasi kuasa dan kerentaan berdasarkan
latar belakang sosial, umur, ekonomi, dan pendidikan; 

6.dilaksanakan dengan memastikan partisipasi aktif semua
pihak yang terlibat dan harus adanya pemberdayaan; 

7.didasarkan pada prinsip kesukarelaan tanpa adanya
paksaan, tekanan, ataupun intimidasi; 

RESTORATIVE
JUSTICE 

Merupakan sebuah pendekatan,
teori, ide, proses, filsafat, atau
intervensi dalam penyelesaian

tindak pidana dengan
melibatkan seluruh pihak seperti

korban, pelaku, keluarga,
masyarakat atau pihak yang

terlibat untuk proses dan tujuan
utama pada pemulihan dengan

mengupayakan terciptanya
keadilan bagi semua pihak.



POS BANTUAN HUKUM (POSBANKUM) DESA / KELURAHAN

TUJUAN :

1.Meningkatkan kesadaran hukum:  Memberikan informasi dan
pengetahuan hukum kepada masyarakat

2.Meningkatkan akses keadilan:  Memudahkan masyarakat untuk
mendapatkan bantuan hukum yang dibutuhkan

3.Membantu menyelesaikan sengketa hukum:  Memfasilitasi penyelesaian
sengketa secara damai dan adil.

Posbankum Desa / Kelurahan adalah layanan bantuan hukum yang disediakan di
tingkat desa/kelurahan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan
dan bantuan hukum yang mudah dijangkau.





LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-
CUMA

POSBANKUM
Penerima  Layanan

Posbankum

Orang  yang  tidak  mampu
secara ekonomi:  Penerima

layanan  harus dapat
membuktikan  bahwa

mereka tidak  mampu  ,
misalnya  dengan
melampirkan Surat

Keterangan Tidak Mampu
(SKTM)  atau  dokumen
lain yang menunjukkan
mereka termasuk dalam

kategori  masyarakat
kurang mampu



LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-
CUMA

POSBANKUM
Layanan yang Diberikan Posbankum

1. Pemberian Layanan informasi hukum

Posbanku,des dapat menjadi tempat
sumber informasi hukum bagi 

masyarakat desa/kelurahan, sebagai
jendela 

informasi (perpustakaan hukum) dan 
konsultasi hukum.



LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-
CUMA

POSBANKUM
Layanan yang Diberikan Posbankum

2. Layanan Batuan Hukum dan Advokasi

Posbankum  dapat Menjadi tempat
koordinasi dalam penyelesaian-
penyelesaian perkara hukum di 
wilayah tersebut, terutama yang 

membutuhkan pendampingan ke tahap 
litigasi. 

Ruang ini juga menjadi tempat
koordinasi Aparat Penegak Hukum,

Penyuluh Hukum, dan Pendamping Desa.



LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-
CUMA

POSBANKUM
Layanan yang Diberikan Posbankum

3. Layanan Penyelesaian konflik/perkara melalui
Mediasi

Menjadi tempat Kepala Desa dan/atau Lurah 
yang berstatus Non Litigation Peacemaker

(NL.P.) menyelesaikan konflik yang terjadi di 
Desa/Kelurahan secara Non Litigasi dan 

damai. Dalam penyelesaian sengketa yang 
terjadi, dapat melibatkan pihak lain seperti 

babinsa, bhabinkamtibmas, tokoh adat, atau 
pihak terkait lainnya.



LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-
CUMA

POSBANKUM
Layanan yang Diberikan Posbankum

4. Layanan RujukannAdvokat

Menjadi tempat rujukan bagi Paralegal untuk 
sengketa hukum yang mengarah pada litigasi 
baik oleh Advokat yang tergabung dalam PBH 
terakreditasi maupun Advokat yang tergabung 
dalam Organisasi Advokat.



SYARAT – SYARAT ADMINISTRATIF SYARAT ADMINISTRASI PEMBENTUKAN POSBANKUM



FORMAT SK KADARKUM



SK PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL 
PADA POS BANTUAN HUKUM DESA / KELURAHAN



LAMPIRAN PENUGASAN PARALEGAL 
PADA POS BANTUAN HUKUM DESA / KELURAHAN



PEDOMAN TITIK LOKASI MAPS POSBANKUM



PEDOMAN TITIK LOKASI MAPS POSBANKUM



PEDOMAN TITIK LOKASI MAPS POSBANKUM



AKTUALISASI PARALEGAL SERENTAK



AKTUALISASI PARALEGAL SERENTAK



AKTUALISASI PARALEGAL SERENTAK



SYARAT – SYARAT SUBSTANTIF



LAYANAN INFORMASI HUKUM DAN KONSULTASI HUKUM
MENJADI TEMPAT SUMBER INFORMASI HUKUM BAGI MASYARAKAT DESA/KELURAHAN, SEBAGAI JENDELA INFORMASI (PERPUSTAKAAN HUKUM) DAN

KONSULTASI HUKUM.

JENIS KASUS

HUKUM TATA USAHA
NEGARA HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA

1.URAIAN SINGKAT
PERMASALAHAN HUKUM
YANG DIALAMI MASYARAKAT
/ URAIAN KEGIATAN

2.SOLUSI YANG DIBERIKAN
3.UPLOAD FOTO KEGIATAN

1.URAIAN SINGKAT
PERMASALAHAN HUKUM
YANG DIALAMI MASYARAKAT
/ URAIAN KEGIATAN

2.SOLUSI YANG DIBERIKAN
3.UPLOAD FOTO KEGIATAN

1.URAIAN SINGKAT
PERMASALAHAN HUKUM
YANG DIALAMI MASYARAKAT
/ URAIAN KEGIATAN

2.SOLUSI YANG DIBERIKAN
3.UPLOAD FOTO KEGIATAN



LAYANAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI
MENJADI TEMPAT KOORDINASI DALAM PENYELESAIAN-PENYELESAIAN PERKARA HUKUM DI WILAYAH TERSEBUT, TERUTAMA YANG

MEMBUTUHKAN PENDAMPINGAN NON LITIGASI DAN AKTIFITAS NON LITIGASI LAINNYA. 
RUANG INI JUGA MENJADI TEMPAT KOORDINASI APARAT PENEGAK HUKUM, PENYULUH HUKUM, PENDAMPING DESA SERTA PIHAK LAINNYA.

1.URAIKAN DENGAN SINGKAT
PERMASALAHAN HUKUM
YANG DIALAMI OLEH
MASYARAKAT / URAIAN
KEGIATAN NON LITIGASI
YANG DILAKUKAN

2.URAIKAN DENGAN SINGKAT
PERMASALAHAN HUKUM
YANG DIALAMI OLEH
MASYARAKAT / URAIAN
KEGIATAN NON LITIGASI
YANG DILAKUKAN

1.DRAFTING DOKUMEN
2.INVESTIGASI KASUS
3.NEGOSIASI
4.PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT
5.PENDAMPINGAN HUKUM

DILUAR PENGADILAN
6.PENELITIAN HUKUM
7.PENYULUHAN HUKUM

UPLOAD FOTO
KEGIATAN

ATAU
DOKUMEN



LAYANAN RUJUKAN ADVOKAT
MENJADI TEMPAT RUJUKAN BAGI PARALEGAL UNTUK SENGKETA HUKUM YANG MENGARAH PADA LITIGASI BAIK OLEH ADVOKAT 

YANG TERGABUNG DALAM PBH TERAKREDITASI MAUPUN ADVOKAT YANG TERGABUNG DALAM ORGANISASI ADVOKAT

NO JENIS KASUS KASUS URAIAN
MASALAH RUJUKAN PBH LOKASI

AKTUALISASI

1 HUKUM PIDANA

PENIPUAN
PENGGELAPAN
PENCURIAN
PENGANIAYAAN
ASUSILA
DAN LAIN-LAIN

?
NAMA PEMBERI
BANTUAN HUKUM

NAMA ADVOKAT
YANG MENANGANI

NOMOR TELEPON
ADVOKAT YANG
MENANGANI

NAMA DESA /
KELURAHAN

NAMA
KECAMATAN

NAMA KABUPATEN
/ KOTA

2 HUKUM PERDATA

WANPRESTASI
PERKAWINAN
UTANG PIUTANG
SENGKETA TANAH
DAN LAIN-LAIN

3 HUKUM TATA USAHA
NEGARA

KEWENANGAN PEJABAT
PUBLIK
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
DAN LAIN-LAIN



AKTUALISASI POSBANKUM


